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Komponen pem<lilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Kejnksaan. 
Pcngadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen atllu sub sistem tersebut salah 
satunya adalah polisi. Oalam proses pidana. polisi yang berpcran sebagai penyidiik. 
Di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka sering kali kita dengar atau 
rnembaca berita yang berhubungan dcngan tindak kekerasun yang dilakukan polisi 
dalam inlerogasi. 

Jika didapa1i tclah tcrjadi suntu tindak pidann. maJ..a tindakan awal yang dapat 
dilakukan oleh pcnyidil. adalah melnkukan pcnyelidikan. Dari hasil pcn)elidikan 
1ersebut maka dapat ditenrukan apakah suatu pcn)'idikan diperlukan atau tidak. 
Penyidikan merupal.an serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat pen) idik sesuai 
dengan cara yang diatur dalam undang-undang unluk mencari serta mcngumpulkan 
bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang tcrjadi dau 
sckaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. 

Menurut pasnl I angka {14) KUHAP tersangka adalah seseorang yang karena 
perbuat:m.nya atau keadaannya benlasarkan bukti perrnu laan patut didunga scbagai 
pelaku tindak pidana. Bcrdasarkan ketcntuan diatas. tersangka merupakan orang 
yang diduga melnkukan tindak pidana scsuai dcngan bukli dan kcadaan yang nyata 
dan karcnanya terhadap orang tersebut harus dilakukan bebempa ha! antara lain . 

a) Harus disclidiki, disidik dan dipcriksa oleh penyidik. 
b) Harus ditumut dnn diperiksa dimuka sidang pengadilan olch penuntul umum dan 

hakim. 
c) Jil.a perlu tcrhadap tcrsangka dapat dilakukan 1indakan upaya pak<;a berupa 

pcnangkapan. penahanan, penggelcdahan dan penyitaan barang scsuai dengan 
cara yang ditentukan oleh undang-undang. 

Dari keterangan di atas scpertinya tersangka adalah orang yaog benar-benar 
harus dicurigai. Seharusnya juga pcrlu diperhatikan bahwa siapapun dia, baik 
rnasih tcrsangka alau yang memang pcnjnhat sekalipun adalah manusia. dan sctiap 
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manusia memiliki hak yang sama. Namun dalam praktek.. kita jwnpai seorang 
tersangka dianggap sudah merupakan pelaku kejahatan sehlngga meskipun masih 
dalam proses penyidikan, para tersangka sering dilupakan adalah seorang manusia 
yang wajib dilindungi. 

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersanglca tidak akan dapat berjalan 
dengan baik. jika telah terjadi tindak kekerasan yang dilalaikan oleh pejabat yang 
berwenang, khususnya apabila selama proses penyidikan terjadi tindakan-tindakan 
yang dikategorikan dengan violence (kckerasan) dan torture (penyiksaan) yang 
sangat mempengaruhi kondisi si tersanglca baik seearajasmani maupun mentalnya. 

Dalam KUHAP, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM maupun 
UUD 1945 (yang telah diamandcmen) sendiri telah sama-sama menyatakan 
bahwasanya setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakukan yang 
merendahkan derajat dan martabat manusia, khususnya dengan tegas mengatur 
kedudukan hak tersangka dalam setiap pemeriksaan. Olch kerena setiap pemerikaan 
dengan menggunakan tindak kekerasan selayaknya dianggap sebagai pelanggaran 
terhadap HAM. 

Atas kekerasan yang dilakukan polisi dalarn proses peyidikan tersanglca dapat 
menggunakan upaya hukwn, antara lain dengan mengajukan prapemdilan . Ditinjau 
dari segi struktur dan susunan peradi Ian, praperadilan bukan merupakan lembaga 
peradilan yang berdiri sendiri. Praperadilan merupakan suatu sarana dalarn 
melakukan pcngawasan secara horizontal yang berfungsi melakukan peogawasan 
terhadap pelaksanaan upaya pak.sa dalam tingkat pen) idikan maupun penuntutan. 
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